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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PERKAWINAN  

 

A. Perjanjian Perkawinan dalam Islam 

a) Pengertian Perjanjian Perkawinan dalam Islam 

Secara etimologi perjanjian atau kontrak dapat diartikan sebagai 

suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap seseorang lain atau lebih.
1
 Secara terminologi perjanjian 

perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami 

istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur 

akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan perkawinan 

termasuk akibat terhadap harta kekayaan.
2
 Perjanjian perkawinan dapat 

diadakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dengan 

syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan atau melanggar 

batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3
 

Istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ditemukan 

secara terperinci dalam literatur fikih, yang ada dalam literatur fikih 

dengan bahasan maksud yang sama yakni ‚ijab kabul yang disertai 

dengan syarat‛ atau ‚persyaratan dalam perkawinan‛. Bahasan tentang 

syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada 

                                                           
1
 Chairuman, Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1. 

2
 Soetojo, Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, 

(Surabaya: Erlangga University Press, 1994), 57. 
3
 Wirjono,  Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1964), 8. 
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dalam kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah 

syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.
4
 Kaitan antara syarat dalam 

perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu 

berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan 

perjanjian tersebut. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan 

diluar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu perjanjian perkawinan itu 

tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah 

dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini 

berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya 

nikah yang sudah sah. 

Pada dasarnya hukum Islam tidak secara rinci menjelaskan 

perjanjian perkawinan, namun lebih pada isyarat tentang kebenaran dan 

kebolehan mengadakan perjanjian (secara universal) selama objeknya 

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam memiliki prinsip 

kebolehan melakukan suatu perbuatan selama memiliki unsur manfaat 

dan nilai maslahat. Jika dikembalikan pada perjanjian perkawinan kita 

dapat menjumpai adanya manfaat dan maslahat dari adanya perjanjian 

perkawinan bagi pasangan suami istri bahkan bagi pihak lain. Oleh karena 

itu perjanjian perkawinan dipandang memenuhi prinsip hukum Islam 

sebagaimana disebut di atas. 

 

 

                                                           
4
 Amir, Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan,cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), 145. 
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b) Hukum Perjanjian Perkawinan 

Sesuatu ketentuan yang hendak diberlakukan tentunya harus 

memiliki basis legitimasi. Terkait dengan perjanjian perkawinan, 

meskipun al Qur’an dan hadis tidak menyebutkan secara terperinci 

tentang hukum perjanjian perkawinan, namun menurut beberapa ulama 

fikih ketetapan dibolehkan melakukan perjanjian perkawinan didasarkan 

pada prinsip bahwa suatu perbuatan bebas menurut asalnya. Dalam 

kaidah fikih dikatakan :  

 الأصل في الأشياء الاباحة
Artinya : Asal dari segala sesuatu itu adalah kebolehan.

5 
 
Perjanjian perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas di 

analogikan dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, oleh karena 

itu tinjauan hukumnya tidak bisa dipisahkan dengan tinjauan hukum 

perjanjian-perjanjian pada umumnya. Dalam ketentuan hukum Islam kita 

menemukan nash baik dalam al Qur’an maupun sunnah yang menjadi 

dasar hukum perjanjian. Al Qur’an sebagai sumber dari segala sumber 

hukum Islam mengatur tentang ketentuan mengenai keharusan 

menunaikan janji, baik janji yang berkaitan dengan Allah maupun dengan 

sesama manusia, sebagaimana di terangkan dalam surat al Ma>’idah ayat 1 

yang berbunyi: 

                                                           
5
 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 283. 
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                              

                         

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, 

dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

Nya.
6
 

 

Pada ayat yang lain tepatnya surat al Isra>’ ayat 34 Allah 

menyatakan : 

 

                          

          

Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan 

penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya.
7
 

 

Rasulullah mengatakan tentang keharusan menepati janji 

sebagaimana sabdanya: 

 
مُسْلِمُوْنَ عَلىَ شُرُوْطِهِمْ اِلاَّشَرْطاً حَرَمً حَلَالًا أوَْاَحَلً حَراَمًاوَالْ   

Artinya: Orang Islam wajib menepati janjinya kecuali janji yang 

mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan barangyang 

haram.
8
 

 

Dari keterangan nash di atas perjanjian yang dimaksud yang 

diperbolehkan adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan shari’at 

dan tidak sah hukumnya perjanjian yang bertentangan dengan shari’at dan 

                                                           
6
 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:Kalim, 2011), 107. 

7
 Ibid, 286. 

8
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah; alih bahasa oleh Moh. Thali, cet. 7, (Jakarta: Al Ma’arif, 1990) 72. 
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dengan sendirinya tidak ada kewajiban  bagi masing-masing pihak untuk 

menunaikan atau memenuhi perjanjian tersebut. Dengan kata lain 

perjanjian yang bertentangan dengan shari’at dianggap batal demi hukum. 

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan 

hukum ini dapat dirujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis 

Rasulullah Saw yang artinya berbunyi sebagai berikut:  

 كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل و ان كان مائة شرط
Artinya: Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab 

Allah adalah batil sekalipun seratus syarat.
9
 

 

Dalam hal hukum perjanjian perkawinan ini meskipun al Qur’an 

dan hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum perjanjian 

perkawinan namun ditetapkan  kebolehan melakukan suatu perbuatan 

karena segala perbuatan dalam muamalah menurut asalnya adalah boleh 

selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam ‚Fikih Sunnah‛ 

terdapat suatu penjelasan yang berkaitan dengan masalah perjanjian 

perkawinan ini. Penjelasannya mengatakan bahwa perjanjian perkawinan 

ada yang wajib dipenuhi dan ada pula yang secara tegas dilarang oleh 

shara’. Masalahnya sekarang adalah perjanjian perkawinan semacam apa 

yang wajib dipenuhi dan apa yang tidak wajib dipenuhi, juga perjanjian 

apa yang diperselisihkan mengenai wajib tidaknya pemenuhannya serta 

yang secara tegas dilarang oleh shara’ itu.
10

 

                                                           
9
 Abdul, Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, Cet.5, (Jakarta:Kencana, 2010), 120. 

10
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah;...71. 
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Sebelumnya hal ini akan ditinjau dari segi yuridisnya bahwa 

perkawinan itu merupakan suatu perjanjian dan merupakan persetujuan 

suci.
11

 Dikatakan suatu perjanjian karena kenyataannya yaitu perjanjian 

yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk 

menghalalkan hubungan kelamin dan dikatakan sebagai persetujuan suci 

karena perkawinan itu tidak hanya merupakan lembaga yang dengan 

adanya perkawinan menyebabkan halalnya mengadakan hubungan 

kelamin antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang. Akan 

tetapi perkawinan mengandung aspek-aspek yang suci dan mulia 

disebabkan merupakan suatu pelaksanaan dari perintah agama. 

Menurut Nadimah Tanjung, aspek perjanjian dalam hal 

perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus, apabila dibandingkan 

dengan perjanjian lain pada umumnya. Ketiga karakter khusus tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa keridhaan dan 

kesukarelaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. 

2) Bahwa kedua belah pihak yang mengikat perkawinan itu saling 

mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

3) Bahwa perjanjian perkawinan itu mengatur batas-batas hukum 

mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami istri.
12

 

                                                           
11

 Ashaf,A Fyzoe, Pokok-pokok Hukum Islam,(Jakarta: Tinta Mas, 1965), 108. 
12

 Nadimah, Tanjung, Islam dan Perkawinan,(Jakarta: Bulan Bintang, 2011), 28-29. 
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Dari apa yang telah dikemukakan di atas sudah jelas bahwa secara 

yuridis, salah satu aspek dari perjanjian perkawinan itu adalah perkawinan 

memberi batas-batas hak dan kewajiban suami istri. Tetapi, yang 

terpenting untuk dikemukakan adalah bahwa hak maupun kewajiban dari 

adanya perkawinan terhadap suami istri telah ditentukan dalam hukum 

Islam itu sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah 

bagaimana tentang perjanjian perkawinan ini menurut segi pandangan 

hukum Islam mengingat bahwa maksud dari perjanjian tersebut adalah 

akibat dari perkawinan diluar apa yang telah ditentukan oleh hukum yang 

semestinya. 

c) Bentuk-Bentuk dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan 

Dalam ketentuan hukum Islam, banyak dalil-dalil baik dari al 

Qur’an maupun sunnah, baik qauliyah, naqliyah, maupun amaliyah yang 

menetapkan akibat dari adanya sesuatu akad. Demikian juga dengan 

perjanjian perkawinan, sampai sejauh manakah kedua belah pihak dapat 

membuat suatu perjanjian, dan sampai seberapa daya ikat perjanjiannya 

terhadap kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian juga terhadap 

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.  

Adapun perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan 

peraturan-peraturan dasar Islam, maka perjanjian perkawinan maka 

perjanjian perkawinan semacam itu adalah dibenarkan dan masing-masing 

pihak diharuskan untuk menjalankannya sebagaimana mestinya. Sayyid 
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Sabiq
13

 mengklasifikasikan mengenai hukum perjanjian yang berkaitan 

dengan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam ‚ Fikih Sunnah‛ 

menjadi empat bentuk yaitu: 

1) Perjanjian perkawinan yang masih termasuk rangkaian ketentuan 

hukum perkawinan. 

Perjanjian perkawinan yang masih dalam rangkaian ketentuan 

hukum perkawinan adalah perjanjian yang masih termasuk dalam 

ketentuan-ketentuan dan tujuan perkawinan serta tidak mengandung 

hal-hal yang dapat digolongkan dalam perbuatan yang menyalahi 

hukum shara’. Terhadap perjanjian yang telah disebutkan di atas 

maka para ahli hukum Islam bersepakat bahwa perjanjian perkawinan 

semacam itu dapat dibenarkan oleh hukum Islam. 

Hal itu dikarenakan bahwa perjanjian semacam itu sesuai 

dengan ketentuan tentang akibat-akibat dari perkawinan sebagaimana 

yang telah disebutkan di atas dan sesuai dengan maksud dari tujuan 

dari perkawinan itu sendiri, lagi pula bahwa menepati janji-janji yang 

dengannya menjadikan halalnya hubungan kelamin adalah merupakan 

sesuatu yang harus dilaksankan, mengingat bahwa perjanjian tersebut 

tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. 

2) Perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan hukum perkawinan. 

Perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan hukum 

perkawinan adalah perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan 

                                                           
13

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah; ,...71. 
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perkawinan yang telah ditetapkan shara’ seperti perjanjian 

perkawinan mengenai hal-hal sebagai berikut: 

a. Suami tidak memberi nafkah. 

b. Suami tidak mau bersetubuh (jima’). 

c. Suami tidak mau memberi mahar. 

d. Suami memisahkan diri dari istrinya. 

e. Istri menafkahi suaminya. 

Perjanjian perkawinan di atas, tidak wajib dipenuhi oleh yang 

bersangkutan, dan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya sebab 

menyalahi ketentuan-ketentuan hukum Islam dan bertentangan 

dengan kehendak akad itu sendiri. Adapun akadnya tetap sah, hal itu 

dikarenakan bahwa perjanjian perkawinan tidak termasuk unsur-unsur 

dari akad nikah, jadi baik disebutkan atau tidak mengenai perjanjian-

perjanjian itu, maka tidak mempengaruhi sekitpun tentang keabsahan 

akad.
14

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap perjanjian 

perkawinan yang menyalahi ketentuan-ketentuan yang berkaitan 

dengan perkawinan beserta akibat-akibatnya yang telah ditentukan 

oleh shara’ atau berlainan dengan peraturan dasar perkawinan 

dianggap batal. 

3) Perjanjian perkawinan yang hanya mengandung manfaat bagi pihak 

istri saja. 

                                                           
14

 Ibid, 71. 
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Perjanjian perkawinan yang dimaksud di atas adalah 

perjanjian perkawinan yang manfaatnya hanya menguntungkan untuk 

istri semata, namun ada penyimpangan dari ketentuan yang 

semestinya. Sperti hal-hal berikut ini: 

a. Suami tidak boleh menyuruh istri keluar. 

b. Suami tidak boleh mengajak keluar istri. 

c. Suami tidak boleh memadukan istri. 

Para ahli hukum Islam berbeda pendapan tentang keabsahan 

dari pada perjanjian di atas. 

1. Golongan Abu Hanifah, Syafi’i dan sebagian ulama berpendapat 

bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku, adapun akad 

nikahnya tetaplah sah dan suaminya tidak wajib memenuhi 

perjanjian tersebut dengan alasan: 

a. Hadis Rasulullah Saw 

حراما المسلمون على شروطهم إلاشرطا حرم حلا لالو حلل  

Artinya: Orang-orang itu terikat dengan perjanjian yang mereka 

buat, kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram atau 

mengharamnkan yang halal. (HR. al Baihaqi). 

 

 كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل و ان كان مائة شرط
Artinya: Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam 

kitab Allah adalah batil sekalipun seratus syarat‛. (HR. Al 

Baihaqi). 

 

Dalil di atas memberi pengertian, bahwa setiap perjanjian 

yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal 
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dan tidak ada dalm kitab Allah SWT, maka  perjanjian semacam 

itu dianggap batal oleh karena itu tidak wajib bagi suami untuk 

memenuhinya. Perjanjian tersebut dianggap menyimpang dari hal 

yang sebenarnya di bolehkan agama. 

2. Golongan Umar bin Khattab, Said bin Abi Waqosh, Muawiyah, 

Amrun bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Said, Thowus, 

Anzaiy, Ishaq dan golongan Hambali mereka berpendapat bahwa 

perjanjian perkawinan tersebut wajib dipenuhi dan apabila tidak 

dipenuhi maka istri berhak fasakh dengan dasar pada surat al 

Maidah ayat 1 yang berbunyi : 

 

                           

                           

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang 

akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan 

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
15

 

 

Dengan dasar surat tersebut, maka kita diharuskan untuk 

memenuhi perjanjian yang telah kita buat meskipun perjanjian 

tersebut hanya menguntungkan pihak istri saja. 

 

 

                                                           
15

 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:Kalim, 2011), 107. 
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4) Perjanjian perkawinan yang secara tegas dilarang oleh agama. 

Perjanjian perkawinan yang secara tegas dilarang oleh agama 

adalah perjanjian yang dibuat oleh istri agar suami menceraikan 

istrinya yang lain karena tidak mau dimadu, sesuai dengan hadis 

Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim :  

‚Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang seseorang laki-laki 

meminang pinangan saudaranya atau membeli barang yang akan 

dibeli saudaranya dan perempuan yang minta madunya ditalak agar 

dia dapat mengambil sepenuhnya piring atau bejana bagian 

saudaranya, padahal rejekinya itu sudah ada dalam ketetapan Allah. 

(H.R. Bukhari Muslim)‛. 

Larangan hadis tersebut menunjukkan batalnya perbuatan 

yang dilarang. Oleh karena perempuan ini mensyaratkan kepada 

suaminya untuk menceraikan madunya. Oleh karenanya perjanjian 

semacam itu dianggap batal dan tidak wajib memenuhinya. 

B. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Kompilasi Hukum Islam adalah produk Inpres No.1 Tahun 1991 yang 

berisi kumpulan berbagai pendapat ulama fikih yang disarikan dari beberapa 

kitab-kitab fikih dan kemudian disesuaikan dengan konteks Indonesia. 

Kompilasi Hukum Islam yang lebih populer dikenal dengan KHI merupakan 

salah satu bentuk pengakomodiran dari beberapa perspektif dan pendapat 

fuqaha serta menggali ajaran Islam yang hidup dalam masyarakat dan 

dicarikan benang merahnya untuk di jadikan sebagai salah satu acuan umat 
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Islam di Indonesia dalam pencaharian dasar hukum permasalahan mereka 

dalam hal perkawinan, waris, dan waqaf. Oleh karenanya KHI sering disebut 

sebagai fiqih Indonesia. 

Hal ini menunjukkan bahwa KHI dapat menjadi dasar pelaksanaan 

bagi peraturan perundang-undangan terutama berkenaan dengan ketentuan 

hukum Islam dalam bidang perkawinan, waris, dan wakaf. Dalam hubungan 

dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara 

yang diajukan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu 

dilatar belakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan 

hukum subtansial yang dijadikan rujuakan dalam penyelesaian perkara yang 

diajukan.
16

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan diatur pada 

Bab VII pasal 45 sampai 52. Kompilasi Hukum Islam secara tegas 

membolehkan calon pasangan suami istri mengadakan perjanjian perkawinan 

dengan kategori perjanjian dibagi dalam dua hal sebagaimana bunyi pada 

pasal 45 yaitu: 

Pasal 45 

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam 

bentuk: 

1) Taklik talak. 

2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

                                                           
16

 Cik, Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam System Hukum 
Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 14. 
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Berkaitan dengan taklik talak dijelaskan pada pasal 46 sebagaimana 

berikut: 

Pasal 46 

1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 

2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi 

kemudia, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-

sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan 

Agama. 

3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap 

perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak boleh 

dicabut kembali. 

Selanjutnya maksud dari perjanjian lain yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam adalah tentang kedudukan harta dalam perkawinan. 

Berkaitan dengan harta dijelaskan mulai pasal 47 sampai 51. Kemudian pada 

pasal terakhir tentang perjajian perkawinan yaitu pasal 52 mengatur tentang 

kebutuhan akan perjanjian perkawinan jika dilakukan perkawinan dengan istri 

kedua, ketiga dan keempat. kebutuhan tersebut berupa materi-materi 

perjanjian sebagaimana berikut: 

Pasal 52 

Pada saat dilangsungkan perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat, boleh 

diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah 

tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu. 

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa perjanjian 

perkawinan yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam sebagian besar  
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berkaitan dengan permasalahan harta dalam perkawinan. Namun, pada 

dasarnya calon pasangan suami istri diberi keleluasaan untuk mengadakan 

perjanjian tentang apapun yang dinilai oleh kedua belah calon pasangan 

suami istri akan menjadi faktor penting sehingga perlu dibuatkan perjanjian, 

akan tetapi terdapat batasan materi perjanjian yang dibuat tidak boleh 

bertentangan dengan al Qur’an dan sunnah. Dalam hal ini perjanjian yang 

dibuat tidak boleh menghilangkan kewajiban  asal dari kedua belah pihak.  

C.  Mas}lahah 

Mas}lahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa mas}lahah 

menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, 

hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan 

menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.
17

 

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nash 

atau ijma’ didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau 

kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah.
18

 Jauh dari itu setiap ‘Ilah yang 

menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan 

manusia. Mereka percaya bahwa tidak satu pun ketetapan hukum yang 

ditetapkan oleh nash yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, 

baik kamaslahatan di dunia maupu di akhirat. 

Kata mas}lahah menurut bahasa berarti manfaat. Sedangkan menurut 

istilah mas}lahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan dan 
                                                           
17

 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010), 206. 
18

 Ali Hasbullah, Ushu>l at Tasyri’ al Isla>mi, (Mesir: Da>r al Ma’arif, 1976), 135. 
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menolak segala kemungkinan yang mendatangkan kerusakan. Menurut al 

Ghazali mas}lahah adalah memelihara tujuan dari pada shariat yakni 

melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kelestarian 

manusia, dan melindungi harta benda. Al Syathibi berpendapat bahwa 

kriteria mas}lahah adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya 

kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung 

kemaslahatan di dunia tanpa mengandung kemaslahatan akhirat maka hal itu 

bukanlah mas}lahah yang menjadi tujuan shariat.
19

 Mas}lahah yang diwujudkan 

manusia adalah untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan 

Allah SWT. Namun demikian, manusia tidak boleh menurutkan hawa 

nafsunya, tetapi harus berdasarkan pada shariat Allah SWT. Hal ini karena 

shariat diadakan untuk kemalahatan manusia, maka perbuatan manusia 

hendaknya mengacu pula kepada shariat itu.
20

 

Mas}lahah dalam tinjauan shari’at Islam mempunyai beberapa kriteria 

antra lain sebagai berikut: 

a. Mas}lahah harus mencakup dan bertumpu pada kepentingan dunia dan 

akhirat. Karena, kehidupan akhirat sebagaimana risalah para nabi dan 

rasul- merupakan kelanjutan dari pada kehidupan dunia. Oleh karena itu 

relasi keduanya tidak bisa dipilah-pilah. 

                                                           
19

 Hamka Haq, Al Syathibi Aspek Teologis Konsep Mas}lahah  dalam kitab al Muafaqat (Jakarta: 

Erlangga, 2007), 81. 
20

 Ibid, 83. 
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                        

                                   

Artinya:  dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan. (QS. Al Qashash ayat 77).
21

 

                                  

Artinya: dan Barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan 

berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah 

mukmin, Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi 

dengan baik. (QS. Al Isra> ayat 19).
22

 

Dari ayat-ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada kita untuk menjadikan kehidupan dunia 

sebagai wasilah (jembatan) untuk menuju kebahagiaan akhirat dengan 

menerima shari’at secara kaffah (total). 

b. Nilai mas}lahah tidak hanya terbatas pada sisi material (jasmani) semata, 

tetapi harus juga mengandung nilai-nilai spiritual (rohani). 

Fitrah manusia cenderung mengajak terhadap nilai-nilai spiritual yang 

diimplimentasikan dalam bentuk ibadah sebagai upaya mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

 

                                                           
21

 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:Kalim, 2011), 395. 
22

 Ibid, 285. 
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                                

                  

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 

agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

(QS.Ar Ru>m ayat 30).
23

 

 

c. Mas}lahah yang ditetapkan shari’at harus menjadi pijakan bagi mas}lahah 

lainnya. 

Semua mas}lahah harus mengacu pada norma agama yang telah 

digariskan al-Quràn dan Hadis. Bukan maslahah yang selama ini dipahami 

oleh mereka sebagai hujjah (dalil agama) yang berdiri sendiri dan tidak 

terikat dengan al-Qur̀an dan hadis, dengan menjadikan akal sebagai satu-

satunya patokan dalam menilai mas}lahah. Standarisasi nilai mas}lahah kepada 

akal akan membatalkan syari’at sebagaimana ditegaskan oleh Syathibi ‚Salah 

besar kalau akal punya otoritas melebihi nash yang berkonsekuensi shari’at 

boleh dibatalkan oleh akal‛.
24

 Karena menurutnya, Islam adalah agama yang 

mengatur segala aspek kehidupan baik berupa tindakan, keyakinan,  dan 

ucapan umat manusia. 

Dalam membicarakan mas}lahah sebagai dalil hukum, pada umumnya 

ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian shara’ 

terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/ melegitimasinya 

                                                           
23

 Ibid, 408. 
24

 Muhammadun Aslam, ‚Mas}lahah dalam Islam‛, dalam http: //wordpress.com/maslahah-dalam-

islam, diakses pada 15 mei 2015. 

https://muhammadunaslam.wordpress.com/2010/06/21/maslahah-dalam-islam
https://muhammadunaslam.wordpress.com/2010/06/21/maslahah-dalam-islam
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sebagai mas}lahah ataupun tidak. Jumhur ulama membagi mas}lahah menjadi 

tiga macam yaitu sebgai berikut: 

1. Mas}lahah yang terdapat kesaksian shara’ dalam mengakui keberadaanya. 

Mas}lahah dalam bentuk pertama ini menjadi ladasan dalam 

qiyas(analogi), karena ia sama dengan al munasib (‘Illah yang merupakan 

mas}lahah) dalam pembahasan qiyas. Mas}lahah ini biasa disebut dengan 

istilah mas}lahah mu’tabaroh. Semua ulama sepakat menyatakan, 

maslahah ini merupakan hujjah (landasan hukum). Sebagai contoh, 

mengqiyaskan keharaman perahan kurma yang memabukkan yang tidak 

terdapat nashnya, kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan 

yang ada pada nashnya di dalam al Qur’an dan hadis. 

2. Mas}lahah yang terdapat kesaksian shara’ yang membatalkannya/ 

menolaknya. 

Mas}lahah kedua ini adalah batil, dalam arti tidak dapat dijadikan 

sebgai hujjah (landasan hukum) karena ia bertentangan dengan nash. 

Bentuk mas}lahah yang kedua ini biasa disebut dengan mas}lahah mulgha. 

sebagai contoh, dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa, bahwa 

terhadap seorang raja yang kaya yang melakukan hubungan suami istri 

pada siang bulan Ramadhan dikenakan kifarat puasa dua bulan berturut-

turut, tanpa boleh memilih antara memerdekakan budak, atau puasa dua 

bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin.  

Dasar pemikirannya ialah kifarat dishari’atkan untuk 

menimbulkan efek jera bagi orang yang melakukan peanggaran dalam 
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ibadah. Jika kepada raja yang kaya tersebut dikenakan kifarat 

memerdekakan budak atau memberi makan enam puluh orang miskin, 

maka efek jera tersebut tidak terwujud, karena dengan kekayaannya, ia 

dengan mudah akan membayar kifarat tersebut setiap kali melakukan 

pelanggaran tersebut. Tetapi jika kepadanya dikenakan kifarat berpuasa 

dua bulan, maka kemugkinan ia akan sangat kewalahan melaksanakannya, 

sehingga ia tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut. 

 Bentuk fatwa ini tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan 

ketentuan shara’, dan berarti mengubah ketentuan hukum shara’ semata-

mata berdasarkan nalar murni. Sekiranya ketentuan shara’ membenarkan 

pola penetapan hukum seperti ini, tentulah Rasulullah Saw menetapkan 

hukum dengan pola yang sama. 

3. Mas}lahah yang tidak terdapat kesaksian shara’ baik yang mengakuinya 

maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu. 

Mas}lahah bentuk ketiga ini kemudian dibaga lagi kepada dua 

macam antara lain: 

a. Mas}lahah gharibah yaitu mas}lahah yang sama sekali tidak terdapat 

kesaksian shara’ terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang 

menolaknya dalam bentuk macam ataupun jenis tindakan shara’. 

Dalam kenyataannya, maslahah bentuk ini hanya ada dalam teori, 

tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-

hari. 
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b. Mas}lahah mula’imah/mas}lahah mursalah yaitu mas}lahah yang 

meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia 

sesuai dengan tujuan shara’ dalam lingkup yang umum. Tujuan shara’ 

ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam al Qur’an, 

hadis, ijma, dan ijma’. Contoh: seorang kepala negara yang tidak 

memenuhi persyratan sebagai kepala negara, tetapi ia dapat tampil ke 

tampuk pimpinan kerena mempunyai power dan rakyatnya juga loyal 

dianggap sah apabila hal ini terjadi dalam kondisi dan situasi sulit 

menemukan kepala negara yang dapat memenuhi kualifikasi sebgai 

kepala negara. Sebab kalau hal ini tidak dibenarkan akan terjadi 

kekacauan yang hebat. Hal ini memenuhi persyaratan, kaena kondisi 

dan situasi yang tidak memungkinkan adalah bentuk kemashlahatan 

yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Akan tetapi, 

kemashlahatan itu sejalan dengan tujuan shara’. 

D. Nikah Mut’ah 

Secara bahasa kata mut’ah mempunyai beberapa pengertian yakni 

kenikmatan, kesenangan, atau untuk memiliki status hukum dari sesuatu. 

Secara istilah, yang dimaksud nikah mut’ah adalah seseorang yang 

menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu,dalam arti 

dalam akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu 

yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya 
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tanpa melalui proses perceraian.
25

 Nikah mut’ah ini biasanya dilakukan 

dengan imbalan berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya.  

Perkawinan mut’ah merupakan kebiasaan bangsa Arab pra-Islam 

yang masih bertahan sampai sekarang pada masyarakat muslim syiah. 

Nikah mut’ah pernah diperbolehkan oleh Rasulullah Saw sebelum 

stabilitasnya shari’at Islam yaitu diperbolehkannya pada waktu 

berpergian dan peperangan. Rahasia diperbolehkannya nikah mut'ah itu 

adalah karena masyarakat Islam pada waktu itu masih dalam masa 

transisi. Sedangkan perzinaan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. 

Maka, setelah Islam datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi 

berperang karena jauhnya mereka dari istri mereka adalah suatu 

penderitaan yang berat. Sebagian mereka ada yang kuat imannya dan ada 

pula yang tidak kuat imannya. Bagi yang lemah imannya akan mudah 

untuk berbuat zina yang merupakan perbuatan yang keji dan terlarang. 

Dan bagi yang kuat imannya berkeinginan untuk mengkebiri dan 

mengipotenkan kemaluannya.
26

  

Semua madhab sunni, baik madhab Hanafi, madhab Maliki, 

Madhab Syafi’i, dan madhab Hambali menyatakan bahwa nikah mut’ah 

hukumnya haram. Begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia dalam 

fatwanya tanggal 25 Oktober 1997 menetapkan bahwa nikah mut’ah 

                                                           
25

 Amir, Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan,(Jakarta: Kencana,2009), 100. 
26

  Moh, Rifa’i,  Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2006), 2. 
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hukumnya haram
27

. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar keharaman 

nikah mut’ah adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al 

Mu’minu>n yang berbunyi : 

                                    

      

Artinya:  dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5).  kecuali 

terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka 

Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa (6).
28

 

 

serta hadis Nabi Saw antara lain:  

 

 نََْتَصِى؟ الاَ : فَ قُلْنَا نِسَاءٌ، مَعَنَا ليَْسَ  ص اللهِ  رَسُوْلِ  مَعَ  نَ غْزُوْ  كُنَّا: قاَلَ  مَسْعُوْدٍ  ابْنِ  عَنِ 
صَ  ثَُّ  ذلِكَ، عَنْ  فَ نَ هَانَ  رْأةََ  نَ نْكِحَ  انَْ  بَ عْدُ  لنََا رَخَّ

َ
 يايَ ُّهَا} اللهِ  عَبْدُ  قَ رَأَ  ثَُّ . اَجَلٍ  اِلَ  بِالث َّوْبِ  الم

 مسلم {. 87:المائدة. لَكُمْ  اللهُ  اَحَلَّ  مَا طيَّ بَاتِ  تَُُرّمُوْا لاَ  امَنُ وْا الَّذِيْنَ 

Artinya: Dari ibnu Mas’ud ia berkata: kami pernah berperang 

bersama Rasulullah Saw dan tidak ada wanita berserta kami. 

Kemudian kami bertanya, ‚ tidakkah (sebaiknya) kami berkebiri 

saja? Maka Rasulullah melarang kami dari hal yang demikian itu, 

kemudian beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu, 

yaitu dengan cara mengawini wanita dengan batas waktu tertentu 

dengan (imbalan) pakaian. ( Muslim).
29

 

 

Tetapi rukhshah yang diberikan nabi kepada para sahabat hanya 

selama tiga hari setelah itu beliau melarangnya, seperti sabdanya:  

صَ : قاَلَ  اْلاكَْوعَِ  بْنِ  سَلَمَةَ  عَنْ  عَةِ  فِى  ص اللهِ  رَسُوْلُ  لنََا رَخَّ مٍ  ثَلاثَةََ  اوَْطاَسٍ  عَامَ  النِّسَاءِ  مُت ْ . اياَّ
هَا نَ هَى ثَُّ   مسلم .عَن ْ

Artinya: dari Salamah bin Akwa’, ia berkata, Rasulullah Saw 

memberi keringanan (hukum) kepada kami untuk kawin mut’ah 

                                                           
27

 Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), 375 & 562. 
28

 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:Kalim, 2011), 343. 
29

 Sholeh ibn Abdul Aziz, Shahih Muslim Nomor: 3410, (Riya>d: Darussalam), 910. 
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pada tahun perang Authas selama tiga hari, kemudian ia 

melarangnya‛. (Muslim)
30

 

ةَ، فَ تْحَ  ص النَّبِِّ  مَعَ  غَزَا انََّوُ  هَيِِّ اْلُ  سَبُ رةََ  عَنْ   لنََا فاَذَِنَ  عَشَرَ، خََْسَةَ  بِِاَ فاَقََمْنَا: قاَلَ  مَكَّ
عَةِ  فِى  ص اللهِ  رَسُوْلُ   رَسُوْلُ  حَرَّمَهَا حَتََّ  اَخْرجُْ  فَ لَمْ : قاَلَ  انَْ  اِلَ  حَدِيْثَ  ذكََرَ  وَ . النِّسَاءِ  مُت ْ

 مسلم. ص اللهِ 

Artinya : Dari Saburah al Juhaniy, bahwa sesungguhnya ia pernah 

berperang bersama Rasulullah Saw dalam menaklukkan Makkah. 

Saburah berkata,‛ kemudian kami bermukim disana selam lima 

belas hari, lalu Rasulullah Saw mengizinkan kami kawin mut’ah‛. 

Dan ia menyebutkan kelanjutan hadis ini iu. Selanjutnya Saburah 

berkata, ‚ maka tidaklah kami keluar hingga Rasulullah Saw 

mengharamkannya‛. (Muslim).
31

 

 اْلِاسْتِمْتَاعِ  فِى  لَكُمْ  اذَِنْتُ  كُنْتُ  اِنِّ  النَّاسُ، يايَ ُّهَا: فَ قَالَ  ص النَّبِِّ  مَعَ  كَانَ  انَِّوُ : رواية فى و
هُنَّ  عِنْدَهُ  كَانَ  فَمَنْ  الْقِيَامَةِ، يَ وْمِ  اِلَ  ذلِكَ  حَرَّمَ  قَدْ  اللهَ  اِنَّ  وَ  النِّسَاءِ  مِنَ   فَ لْيُخْلِ  شَيْءٌ  مِن ْ

لَوُ، تُمُوْىُنَّ  امَِّ  تََْخُذْوْا لاَ  وَ  سَبِي ْ ئًا آتَ ي ْ  مسلم .شَي ْ

Artinya: dan dalam satu riwayat (dikatakan): bahwa sesungguhnya 

Saburah pernah bersam-sama Nabi Saw, lalu beliau bersabda, ‚Hai 

manusia, sesunguhnya aku pernah mengizinkan kamukawin 

mut’ah, dan bahwasanya Allah benar-benar telah mengharamkan 

hal itu sampai hari kiamat, maka barangsiapa yang masih ada satu 

ikatan dengan wanita-wanita itu hendaklah ia lepaskan dan 

janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu 

berikan kepada meraka itu sedikitpun‛. (Muslim).
32

 

Dari hadis dia atas memberikan keterangan bahwasanya 

Rasulullah Saw pernah memperbolehkan nikah mut’ah kemudian 

melarangnya dan menasakh rukhshah tersebut.  

Namun, madhab syiah menyatakan bahwa nasakh seperti yang 

dijelaskan di atas itu tidak ada. Dengan demikian nikah mut’ah tetap 

                                                           
30

 Ibid, Nomor: 3429,...911. 
31

 Adib Bisri Musthofa, Terjemah Shahih Muslim Juz 2, (Semarang: CV.Asy Syifa’), 756. 
32

 Ibid,Shahih Muslim Nomor: 3422,... 911. 
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diperbolehkan.
33

 Adapun dalil yang dijadikan landasan adalah  firman 

Allah SWT pada surat an Nisa ayat 24 yang berbunyi:  

 

                                   

                                  

                           

         

Artinya:  dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah 

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan 

Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian  (yaitu) mencari isteri-

isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka 

isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, 

berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 

suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu 

yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar 

itu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
34

 
 

Bagi madhab syiah, nikah mut’ah tidak ada bedanya dengan nikah 

yang tidak dibatasi waktunya. Ia tidak sah tanpa adanya akad yang sah 

yang menunjukkan maksud nikah (mut’ah) secara jelas. Dalam akad 

tersebut waktu yang ditentukan harus disebutkan secara jelas dalam akad. 

Istri mut’ah tidak berhak atas harta peninggalan suami mut’ahnya, dan 

suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya. Selain itu bagi wanita yang 

dimut’ah harus menjalani masa iddah setelah masa perkawinannya tersebut 

                                                           
33

 Muhammad, Mughniyah, Jawad, Fiqih Lima madzab, alih bahasa Masykur AB dkk, cet.27, 

(Jakarta: Lentera, 2011) 393. 
34

 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:Kalim, 2011), 83. 
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berakhir sebagaimana keharusan bagi wanita pada pernikahan yang tidak 

dibatasi waktunya.
35

 

Di dalam fikih sunnah,
36

dijelaskan bahwa golongan syiah 

membolehkan  kawin mut’ah dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Ucapan ijab qabulnya dengan lafadz: saya kawinkan kamu sementara. 

Bila tidak disebutkan batas waktunya maka perkawinannya berubah 

menjadi kawin seperti biasa. 

b) Istrinya haruslah seorang muslim atau ahli kitab. Tetapi diutamakan 

memilih perempuan mukmin yang tahu menjaga diri dan tidak suka 

berzina. 

c) Dengan mas kawin; harus disebutkan mas kawinnya dan boleh dengan 

membawa saksi dan diperhitungkan jumlahnya dengan suka sama suka 

sekalipun jumlahnya hanya segenggam gandum. 

d) Batas waktunya jelas, dan hal ini menjadi syarat di dalam pernikahan 

itu. 

e) Diputuskan berdasarkan persetujuan masing-masing umpamanya sehari, 

sebulan ataupun setahun, pokoknya harus ada pembatasan waktu. 

Fenomena kawin kontrak sendiri yang terjadi di Indonesia 

mayoritas dilakukan oleh wanita pribumi dengan orang asing. Hal tersebut 

bermula dari banyaknya turis arab yang datang baik untuk berlibur maupun 

bisnis. Namun, belakangan kedatangan meraka ke Indonesia mengalami 

                                                           
35

 Ibid, 394. 
36

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,...60-61. 
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pergeseran tujuan, mereka tidak lagi hanya untuk berlibur atau berbisnis 

semata melainkan memiliki tujuan lain yakni seks (kawin kontrak).
37

  

Selain terjadi pada wanita pribumi dengan turis, kawin kontrak juga 

terjadi antara wanita pribumi dengan laki-laki pribumi. Hal ini biasanya 

terjadi pada pasangan suami istri yang salah satunya menjadi tenaga kerja 

Indonesia di negara asing. Seringkali terjadi kawin kontrak ini dilakukan 

dengan alasan ekonomi, yaitu perempuan yang melakukan kawin kontrak 

berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin 

kontrak. Hal ini dikarenakan perempuan yang melakukan kawin kontrak 

biasanya mendapatkan sejumlah materi atas kesanggupannya menjadi istri 

kontrak. Bentuk materi yang diberikan bermacam-macam antara lain 

berupa uang, rumah, perhiasan, mobil, dan lain-lain. Sementara untuk pihak 

laki-laki melakukan kawin kontrak karena memang menjadi satu jalan 

untuk menghilangkan rasa kesepian dan untuk memenuhi kebutuhan 

biologisnya, serta untuk mengurus rumah tangga selama ditinggal oleh 

istrinya menjadi TKW bertahun-tahun. Sebenarnya pada saat ini kawin 

kontrak di satu sisi dapat memberikan kontribusi ke arah positif bagi 

masyarakat. Misalnya di dalam hubungan dengan interaksi sosial bisa 

memperkecil gerak pekerja seks komersial yang akan berdampak minimnya 

pelaku praktek prostitusi. Dan di sisi lain mengangkat harkat martabat 

                                                           
37

 Atsariyyah, Al, ‚Nikah Mut’ah‛, dalam http://al Atsariyyah.com/nikah-mut’ah, diakses pada 

15 Mei 2015. 

http://al/
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kaum perempuan dalam wadah bargainning position.
38

 Sementara itu, 

kebutuhan pihak perempuan lebih terjamin karena pihak perempuan bisa 

membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian selama perkawinan 

berlangsung.
39

 Tentunya hal ini terjadi apabila kawin kontrak dilegalkan 

atau diatur dalam suatu perundang-undangan. Namun di sisi lain juga 

menimbulkan efek negatif. Masyarakat menilai bahwa kawin kontrak 

dimaknai sebagai upaya melegalkan bentuk perzinahan, perselingkuhan, 

dan upaya melepaskan diri dari tekanan kemiskinan dengan cara yang tidak 

dibenarkan oleh ajaran Islam. 
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